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PERANAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI
SOSIAL DAN BUDAYA BAGI MASAYARAKAT DESA MELALUI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDEYS)

DR. Suparji, S HM.H
Suartini, S.H,M.H

Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia

Abstrak

Hak-hak Ekonomi sosial dan budaya pada masyarakat desa sudah terakomodir
dengan lahirnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang
mengatur tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Salah satu
tujuan lahirnya Undang-undang desa adalah partisipasi masyarakat desa untuk
pengembangan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
serta meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa. Kajian tentang
permasalahan hak-hak ekonomi sosial dan budaya pada masyarakat desa menjadi
sangat penting dilakukan setidaknya disebabkan oleh beberapa hal: Pertama,
bahwa Apakah hukum positif yang mengatur tentang desa dapat memenuhi hak-
hak ekonomi sosial budaya dalam masyarakat desa? dan Apakah Peranan Negara
dalam pemenuhan hak-hak ekonomi sosial budaya bagi masyarakat desa?. Hasil
dari pembahasan konsep mengenai hak-hak ekonomi pada masyarakat desa adalah
hukum positif sudah mengatur tentang hak-hak tersebut namun implementasinya
kadang terhambat oleh banyak faktor seperti regulasi yang masih belum mengatur
mengenai bentuk badan dari Badan Usaha Milik Desa bahkan peranan negara
menjadi lebih sulit ketika ada benturan kewenangan antara pemerintah daerah dan
pemerintahan desa dalam pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Kata Kunci: hak-hak ekonomi sosial budaya, Badan Usaha Milik Desa

Kata Kunci : Ekonomi Sosial dan Budaya, Badan usaha milik Desa

I.  Latar Belakang Masalah

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya (Ekosob) yang secara jelas mengungkap kewajiban Indonesia sebagai
negara pihak yang meratifikasi untuk melakukan pemenuhan Hak Ekonomi sosial
dan budaya®. Ratifikasi kovenan hak-hak ekonomi sosial budaya akan mendorong
partisiapasi semua sektor yang terkait untuk pemenuhanan hak-hak ekonomi

1 https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-Meratifikasi-Kovenan-

Hak-hak-Sipil-dan-Politik-dan-Kovenan-Hak-hak-Ekonomi-Sosial-dan-Buda.aspx, diakses, 10
januari 2018, halaman 1.
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sosial budaya tersebut. Kewajiban negara setelah meratifikasi ini meliputi
implementasi tindakan yang melihat bagaimana strategi, kebijakan dan proses
yang dilakukan pemerintah dalam membangun sistem pemenuhan hak-hak
Ekonomi sosial budaya.

Upaya pemerintahan dalam membentuk kemandirian desa melahirkan
undang-undang desa yang mana salah satu poin dalam undang-undang tersebut
merujuk kepada pendirian dan pengeloaan Badan Usaha Milik Desa yang di
singkat menjadi BUM Desa/BUMDes sebagai sarana untuk kemandirian desa’.
Bumdes/BUM Desa merupakan wadah untuk meningkatkan kemandirian desa
melalui peningkatkan perekonomian sehingga mampu meningkatkan sosial dan
budaya masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan sehinggga masyarakat desa
dapat menjadi masyarakat yang berkembang karena kemandiriannya di bidang
perekonomian.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional
tentang Hak-hak sipil dan Politik) mengatakan bahwa Semua bangsa mempunyai
hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang memberikan mereka kebebasan
untuk menentukan status politik kebebasan untuk memperolen kemajuan
ekonomi, sosial dan budaya, dan semua bangsa dapat, demi kepentingan mereka
sendiri, secara bebas mengelola kekayaan dan sumber alam mereka.

Hak-hak Ekonomi Sosial Budaya pada masayarakat desa telah termaktub
dalam undang-undang desa secara garis besar bahwa perkenomian desa adalah
hak masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sehingga apa yang
termaktub dalam Undang-undang tersebut dapat terlaksana dengan baik dan dapat
memenuhi semua hak yang diwajibkan pada setiap negara untuk memenuhi
dengan berbagai kebijakan.

Perhatian terhadap desa merupakan hak-hak dari masyarakat desa

khususnya di bidang ekonomi sosial budaya bagi masyarakat desa sebagaimana

2 Undang-Undang Desa sangat diperlukan untuk memberdayakan masyarakat desa dalam
perspektif komprehensif yang bisa membuat desa mengembangkan diri dengan segala potensi
yang ada didalamnya.Dalam Konteks Undang-undang tentang Desa harus memberikan legitimasi
atau kewenangan bagi desa untuk mengatur dirinya sendiri, hal ini sejalan dengan kemandirian
desa untuk dapat menjalan perekonomian dengan mandiri. Muhammad Yasin dkk, Anotasi
Undang-Undang Desa, Jakarta :Pattiro,
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lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bentuk pemenuhan hak
tersebut diuraikan dalam undang-undang tersebut dengan bercirikan pada
membangun kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa °.

Desa dikategorikan ke dalam tiga jenis Pertama, Desa Adat (self
governing community). Desa jenis ini adalah embrio (cikal-bakal) desa di
Nusantara, berbasis pada suku (genealogis) dan mempunyai batas-batas wilayah;
memiliki otonomi asli, struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat,
dan menghidupi masyarakat sendiri secara komunal. Kedua, Desa Otonom (local
self government). Ciri desa ini adalah berkurangnya pengaruh adat di desa. Desa
ini mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan
publik, keuangan (melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), serta
mempunyai sistem demokrasi lokal. Ketiga, Desa Administratif, yang mempunyai
batas-batas wilayah yang jelas; dan berada dalam subsistem dari pemerintah
kabupaten/kota. Desa ini sering disebut sebagai the local state government *.
Ketiga kategori tersebut didasarkan kepada jenis desa dan ciri khas desa dalam
kehidupan bermasyarakat yang dipengaruhi oleh wilayah dan sistem pemerintahan
yang telah ada sebelumnya sehingga hal tersebut telah berjalan dalam masyarakat
hanya kategori tersebut mengelompokkan jenis agar mudah dipahami secara
umum jenis-jenis desa.

Data yang diperoleh tentang jumlah desa di Indonesia Menurut Peraturan
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah
Kerja Statistik Tahun 2016 disebutkan bahwa jumlah Desa/kelurahan di
Indonesia adalah 82.030. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah Administrasi pemerintahan
disebutkan bahwa jumlah Desa dan kelurahan di Indonesia adalah 83.184 (74.754
Desa + 8.430 Kelurahan). Perbedaan data tersebut dikarenakan tidak dipisahkan

% Desa sebagai Pmerintahan yang secara langsung dan riil menyentuh kebutuhan
masyarakat untuk disejahterakan , jika desa mampu mandiri maka akan mampu menyediakan
kebutuhan bagi warganya, lihat Nurul Purnamasari, Badan Usaha Milik desa (Dalam alur
Regulasi), Media referensi & diskusi Keuangan Desa.

* Bito Wikantosa, Narasumber Expert Meeting Anotasi UU Desa, 7 Mei 2015 di Kantor
PATTIRO, Jakarta. lihat juga keberagaman desa bisa dilihat dari tiga pilihan yaitu : pertama,
penyelenggaraan sistem pemgurusan hidup bersama berbasis pada sistem organisasi adat yang ada
atau disebut self governing community, kedua sistem desa administrasif (local state goverment),
ketiga sistem desa otonom (local self goverment), Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, Desa
Kuat Indonesia Hebat, Yogyakarta: Yustisia, cetakan pertama, 2015, halaman
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antara desa dan kelurahan sehingga terlihat perbedaan angka yang signifikan, desa
dan kelurahan memang harus di bedakan sehingga dapat diperoleh angka yang
aktual mengenai desa di Indonesia °. Jumlah desa berdasarkan data tersebut tepat
kiranya program pemerintah yang membantu pendanaan terhadap BUMDES yang
baru akan berdiri atau sudah berjalan agar berjlan sesuai target dan dapat
memenuhi hak-hak ekonomi sosial budaya bagi masyarakat desa.

Upaya pemenuhan Hak-hak ekonomi sosial dan budaya masyarakat desa
bertumpu pada peningkatan ekonomi di sektor utamanya dengan kebijakan
pemerintah dalam pembentukkan Badan Usaha milik Desa dan desa memiliki hak
membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes atau BUM Desa). Sesunguhnya
sinyal itu mulai muncul pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 namun
BUM Desa mulai menjamur setelah secara eksplisit tertera dalam Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah °. Regulasi tersebut adalah
upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian desa sehingga mendapat
dukungan yang besar dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
Kementerian/Lembaga juga sudah mulai meresponnya dengan melibatkan BUM
Desa dalam program/kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa. Kendati
demikian upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah ini dinilai belum optimal.
BUMDes merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi
kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan bentuk
public and community partnership atau kemitraan antara pemerintah desa sebagai
sektor publik dengan masyarakat setempat ‘. Kemitraan antara pemerintahan desa
dengan masyarakat setempat diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa
dan masyarakat desa dapat terpenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan
dapat menjadi sumber spirit baru BUM Desa/ BUMDes ®. Undang-undang No. 6
Tahun 2014 menegaskan kembali bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha

> https://www.kompasiana.com/andriyana/berapa-sih-jumlah-desa-di-
indonesia_593f90c21196267cd747bal6, diakses 10 September 2017

® Kushandajani, Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Semarang, Jurnal Politika,
Vol.6, No,2, halaman 63.

" http://seminardesa.com/berita/badan-usaha-milik-desa/, diakses 3 maret 2018

8Aris Ahmad risadi, UU desa Sumber Spirit baru BUMDES, http://lombokbaratkab.
go.id/uu-desa-sumber-spirit-baru-bumdes/
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Milik Desa. BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki olen Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Ketentuan tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-undang Nomor
6 Tahun 2014 diatur dalam Bab X, dengan 4 buah pasal, yaitu Pasal 87 sampai
dengan Pasal 90. Dalam Bab X UU Desa ini disebutkan bahwa Desa dapat
mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa yang dikelola
dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Usaha yang dapat
dijalankan BUM Desa yaitu usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUM Desa
disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BUM Desa dirancang dengan mengedepankan peran Pemerintah Desa dan
masyarakatnya secara lebih proporsional. Program Pemberdayaan memberi peran
Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program dan melalui BUM Desa ini
diharapkan terjadi peningkatan peran Pemerintah Desa dalam pengembangan

ekonomi lokal/pemberdayaan masyarakat.

II. RUMUSAN MASALAH
Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam Penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah hukum positif yang mengatur tentang desa dapat memenuhi
hak-hak ekonomi sosial budaya dalam masyarakat desa?
2. Bagaimanakah Peranan Negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi sosial

budaya bagi masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa ?

1. HASIL PEMBAHASAN
A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN
DENGAN DESA DALAM MEMENUHI HAK-HAK EKONOMI
BUDAYA DAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT DESA.
Keberadaan negara Republik Indonesia tidak terlepas dari keberadaan desa

sebagai satu kesatuan pemerintahan terkecil yang ada.kemajuan negara tentu tidak
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pernah lepas dengan kontribusi besar yang di berikan oleh desa®. Dengan segala
potensi yang di miliki oleh desa, di harapkan desa dapat menopang sepenuhnya
roda perekonomian negara. Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
merupakan harapan baru bagi Indonesia. Berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 71 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6
Tahun 2014 tentang Desa memberi cara pandang yang berbeda dan konsep baru
terkait tentang desa dan tata kelola desa. UU Desa tidak lagi menempatkan desa
sebagai latar belakang Indonesia, tetapi halaman depan Indonesia. Artinya, desa
yang sudah ada sebelum terbentuknya NKRI tidak hanya diakui hanya sebagai
bagian yang sudah ada dan berkembang jauh sebelum terbentuknya NKRI, akan
tetapi desa juga diakui sebagai bagian penting yang menyangga dan menentukan
NKRI.* Undang-Undang desa menempatkan desa sebagai bagian yang terpenting
dalam pemerintahan karena tidak dapat di pungkiri pemerintah desa adalah
pemerintahan yang riil menyentuh hidup masyarakat desa secara langsung.

UU Desa yang lahir pada awal tahun 2014 tersebut mengedepankan asas
rekognisi dan subsiadiritas desa serta mengembangkan prinsip keberagaman.
Dalam penjelasan UU tersebut dinyatakan dinyatakan bahwa tujuan UU No. 6
Tahun 2014 adalah sebagai berikut'*:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara
Kesatuan RI.

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia.

Pengertian Desa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUNo. 6 tahun 2014
tentang Desa menjelaskan sebagai berikut :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

® Ni’matul Huda, Hukum pemerintahan Desa, Malang : Setara Pers, 2015, halaman 3.

19 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Panduan Pelatih: Pelatihan Masyarakat Tentang Advokasi Desa, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015, hal. 60.

"Ibid, hal. 61.
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prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”

Tujuan Pengaturan Desa

Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu'*:

1.

9.

Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia;

Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat
Desa;

Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk
pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif,
terbuka, serta bertanggung jawab;

Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan
sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi
kesenjangan pembangunan nasional; dan

Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dan kualitas hidup serta pennaggulangan masalah-masalah yang

dihadapi desa baik dari sisi penangngulangan kemiskina, pemenuhan dasar

12 1bid, hal. 62.
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kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana serta pendayaguanan sumber
daya alam dan lingkungan desa bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

desa.

1. Kewenangan Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
menentukan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa,
urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan oleh kabupaten/kota, tugas
perbantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta urusan pemerintahan
lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Selain
itu, Undang-Undang ini, juga memberikan landasan kuat bagi desa dalam
mewujudkan “Development Community "dimana desa tidak lagi sebagai level
administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “Independent
Community” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan
masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara
mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian
ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam
pembangunan sosial dan politik *.Pembangunan desa tersebut diharapkan dapat
menjadikan kemandirian desa sehingga dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat
desa sudah dapat memenuhi secara mandiri tanpa tergantung kepada pemerintah
daerah ataupun pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18
kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul,

2. Kewenangan lokal berskala desa;

3 Agus Surono dan Maslihati Nurhidayati, Kajian Hukum tentang Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, laporan akhir penelitian FH UAI,2015, halaman 26.
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3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, atau pemerintah.S

Kewenangan yang diamanatkan dalam peraturan perundangan diatas,
memberikan kewenangan kepada desa untuk mampu melaksanakan pembangunan
desa dan kawasan perdesaaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam di
desa secara berkelanjutan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan
sumber mata pencaharian di desa melalui pemanfataan tanah guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.Pasal 371 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kewenangan desa, terkait
pembangunan kawasan perdesaan dan pengelolaan dan penggunaan SDA dapat
berlandaskan pada kewenangan yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa **. Kemandirian desa dapat dikelola melalui potensi desa dan
memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada desa tersebut.

Bahwa kewenangan desa dalam pasal 78 Undang-undang nomor 6 Tahun
2014 tentang desa adalah mengatur pada tujuan pembangunan desa yang
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup,
menanggulangi kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana
dan prasarana pengembangan potensi lokal dalam bidang sumberdaya alam dan
lingkungan.

Berdasarkn uraian diatas maka yang menjadi kewenangan desa harus dapat
diimplementasikan agar dapat terpenuhi semua hak-hak ekonomi sosial dan
budaya pada masayarakat desa melalui seluruh peraturan perundang-undangan

sehingga mampu terlaksana dengan baik.

2. Asas-Asas Pengaturan Desa
Asas-asas pengaturan desa sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal

3 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi asas-asas sebagai berikut>:

“Ibid. halaman 27

5 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Panduan Pelatih: Pelatihan Masyarakat Tentang Advokasi Desa, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015, halaman . 65.
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Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;

. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan
pengambilan secara lokal untuk kepentingan masdyarakat desa;
Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap system
nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap
mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara;

Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama
dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa
dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;
Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk
membangun desa;

Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian
dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;

Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut
kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak
yang berkepentingan;

Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam
suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau
dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan
martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui,
ditata, dan dijamin;

Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka

memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Asas-asas yang disebutkan diatas sangat penting dalam rangka

pembangunan desa secara ekonomi sosial dan budaya berdasarkan sembilan asas-

asas tersebut diatas jika semua asas terpenuhi maka hak-hak ekonomi sosial dan

budaya pada masyarakat desa bukan lagi konsep melainkan menjadi kenyataan

yang mampu menjadikan kemandirian desa.

Asas rekognisi dan asas subsidiaritas merupakan asas yang sangat penting

dalam pelaksanaan undang-undang desa karena asas Rekognisi berarti pengakuan

214



terhadap hak asal-usul sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UU Desa. Asas
rekognisi ini berkaitan erat dengan definisi tentang desa sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 angka 1 UU Desa. Sebagaimana disebutkan dalam pengertian desa diatas,
bahwa desa”... mengatur dan mengurus berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system
pemerintahan NKRI.” merupakan asas yang relevan dalam konteks desa sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang eksis dan memiliki hak asal usul yang masing-
masing desa memiliki keragaman sesuai dengan konteksnya. Konstitusional
berarti bahwa asas tersebut dilindungi oleh UU yang tidak lain adalah UU Desa
itu sendiri.’® Kesatuan masayrakat desa yang sangat beragam dapat mewakili asas
rekognisi agar dapat di hargai oleh pemerintah.

Selanjutnya subsidiaritas berarti kewenangan berskala lokal dan
pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Asas
subsidiaritas selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 19 huruf b UU Desa,
“Kewenangan Desa meliputi: ...b) kewenangan lokal berskala desa.....”. Adanya
kewenangan lokal merupakan konsekuensi adanya pengakuan desa sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul. Tanpa pengakuan
tersebut, maka akan sulit bicara tentang kewenangan desa. Adapun makna asas
subsidiaritas adalah sebagai berikut'’:

a. Penggunaan kewenangan dan pengambilan Kkeputusan tentang
kepentingan masyarakat setempat kepada desa. Urusan lokal atau
kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal ditangani oleh
Desa sebagai organisasi lokal yang paling dekat dengan masyarakat.

b. Negara menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi
kewenangan desa melalui UU Desa. Penetapan kewenangan lokal
berskala desa berarti terdapat peraturan perundang-undangan yang
secara langsung memberi batas-batas yang jelas tentang kewenangan
lokal berskala lokal, tanpa melalui mekanisme delegasi maupun

pelimpahan urusan/wewenang dari kabupaten/kota.

18 1bid, hal. 67.
7 1bid, hal. 68-69.
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c. Pemerintah melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa dalam
mengembangkan prakarsa dalam menyusun dan menetapkan
kewenangan lokal berskala desa.

Asas pengaturan desa adalah menjadi dasar dari berbagai kebijakan

pemerintah agar dapat terwujud semua tujuan yang terdapat dalam undang-undang
nomor 6 Tahun 2014 tentang desa karena asas itu merupakan tiang dari

pelaksanaan seluruh kebijakan agar dapat terlaksana dengan baik.

B. PERANAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI
SOSIAL BUDAYA BAGI MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN
USAHA MILIK DESA

Pentingnya keberadaan BUMDES/BUMDesa bagi masyarakat desa adalah
salah satu upaya peningkatan desa melalui peningkatan perekonomian, karena
BUMDES/BUMDesa merupakan lembaga perekonomian desa yang memiliki
peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan
BUMDES/BUMDesa yang baik akan mempengaruhi penguatan ekonomi desa
dikarenakan sektor yang dikelola langsung kepada sasaran yaitu bidang ekonomi
dan pelayanan masyarakat desa. Hasil dari BUMDES/BUMDesa dimanfaatkan
untuk kepentingan pengembangan usaha desa, pembangunan desa dan
pemberdayaan dan pemberian bantuan bagi masyarakat miskin yang ada dalam
masyarakat desa tersebut.

Pemanfaatan hasil tersebut diharapkan ~mampu meningkatkan
perekonomian desa tingkat sosial masyarakat serta budaya masyarakat ksususnya
dalam pengelolaan BUMDes/BUMDesa yang dalam pengelolaan nya harus
dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Keberadaan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai sangat strategis untuk menghidupkan
perekonomian desa, BUMDES dapat menumbuhkan aktivitas dan kreatifitas
ekonomi desa sehingga desa mampu mengelola sektor wisata sebagai
pemberdayaan ekonomi lokal terhadap sumberdaya alam dan lingkungan desa

tersebut '8, Badan Usaha Milik Desa adalah sarana pengembangan kreatifitas

18 http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/17/03/23/on9iei368-bumdes-,
diakses 20 februari 2018.
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masyarakat dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui sektor
sumber daya alam dan sumber daya manusia pada desa tersebut.

Payung hukum untuk memajukan perekonomian desa melalui Badan
Usaha Milik Desa memiliki empat tujuan®® yaitu : 1) pengakuan dan status hukum
pada sistem pemerintahan setingkat desa yang beragam di Indonesia; 2)
mendorong tradisi dan kebudayaan masyarakat; 3) mendorong partisipasi warga
dalam pemerintahan desanya; 4) meningkatkan pelayanan untuk semua orang
lewat lebih sanggupnya pemerintahan desa; 5) mendorong pembangunan oleh
olen warganya sendiri. BUMDes pada dasarnya merupakan pilar kegiatan
ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan
komersial (commercial institution).

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas maka tidak dapat dipungkiri
bahwa sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa
khususnya dalam pembentukkan Badan Usaha Milik Desa membuat desa-desa
berusaha mengimplementasikan kedalam kehidupan masyarakat desa sehingga
sudah ada data mengenai keberhasilan Badan Usaha milik Desa yaitu: BUMDes
Karangkandri Sejahtera Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan Cilacap
mendirikan BUMDes dengan unit usaha suplier berbagai kebutuhan untuk PLTU
dan BUMDes Karangkandri Sejahtera menyuplai batu bolder yang dibutuhkan
PLTU #. BUMDes Tirta Mandiri Mengelola obyek wisata Ponggok, Desa
Ponggok, Kecamatan Polan, Klaten. Kolam renang alami yang memiliki segudang
atraksi unik bagi para pengunjungnya **. BUMDes Srisadani, Kedungprimen,
Bojonegoro BUMDes srisadani mengembangkan usaha pompanisasi sewa tero
bidang pertanian dan memperoleh pendapatan Rp. 1,3 milyar per tahun %
BUMDesa Tirtonirmolo BUMDes milik warga Desa Kasihan, Bantul ini
mengembangkan unit usaha simpan-pinjam 2. BUMDes Sejahtera Bleberan Desa
Bleberan Gunung kidul Yogyakarta mengelola objek wisata air terjun Sri Getuk.

Bhttp://www.presidenri.go.id/program-prioritas-2/memajukan-ekonomi-desa-melalui-
bumdes.html, diakses tanggal 25 Februari 2018.

20 http://www.berdesa.com/ini-dia-lima-bumdes-terbaik-di-pulau-jawa/, diakses 30
Februari 2018.

“! 1bid.,

% bid.,

% Ibid.,
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ltulah lima BUMDES terbaik di pulau jawa 2*. Kelima BUMDES yang sudah
maju dapat menjadi contoh bagi BUMDES yang lain seluruh Indonesia untuk
dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan sehingga dapat menjadi BUMDES
yang maju dan dapat meningkatkan perekonomian warga desa tersebut.

Peranan Pemerintah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat seperti yang
terdapat dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial Budaya yang telah diatur dalam
Undang-undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant
on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan
politik) dikatakan bahwa kewajiban negara ada 6 (enam) yaitu: Pemenuhan
kebutuhan dasar rakyat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan yang
layak, kesempatan kerja, dan adanya jaminan sosial oleh negara. dengan mengacu
pada kovenan diatas seharusnya aspek-aspek sosial untuk menuju perubahan
ekonomi sosial dan budaya °>. Pemenuhan kebutuhan terhadap enam poin diatas
adalah penjabaran dari pemenuhan terhadap hak-hak ekonomi sosial masyarakat.

Dari lima contoh BUMDES vyang telah berhasil meningkatkan
perkonomian melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa mampu meningkatkan
pemenuhan dasar rakyat terhadap peningkatan ekonomi, pendidikan dan juga
kesempatan kerja karena dengan banyaknya BUMDES yang maju maka akan
membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Uraian diatas menunjukkan
bahwa peranan penting pemerintah telah dijalankan mealui kebijakan yang
diimplementasikan dalam undang-undang Desa melalui Badan Usaha Milik Desa
yang merupakan program yang sangat bagus untuk meningkatkan perekonomian,
sosial dan budaya bagi masyarakat desa khususnya dalam kemandirian desa dan
peningkatkan kesejahteraan dalam berbagai bidang untuk kehidupan masyarakat

desa yang lebih baik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian makalah di atas dapat disimpulkan sebagai beikut:

24 |
Ibid.,
% https://akmalmarlisfisunp.wordpress.com/2015/02/03/kewajiban-negara-dalam-
pemenuhan-hak-hak-dasar-rakyat/, diakses tanggal 3 maret 2018.
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1. Undang-Undang Desa yang lahir pada awal tahun 2014 tersebut

mengedepankan asas rekognisi dan subsiadiritas desa serta mengembangkan
prinsip keberagaman sebagai sarana untuk pemenuhan terhadap hak-hak
ekonomi sosial bagi masyarakat desa sehingga pemenuhan terhadap hak-hak
tersebut sudah diakomodir oleh hukum positif negara Indonesia.

Peranan Negara dalam mewujudkan hak-hak ekonomi sosial budaya bagi
masyarakat desa sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu memaksa seluruh pihak terkait
untuk konsisten memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa
didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
Termasuk dalam memberikan peran yang maksimal kepada BUM Desa dalam
mengembangkan kegiatan ekonomi perdesaan.
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